
GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GTIBERNUR BENGKULU

NOMOR: 21 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 52

TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Menimbang a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peratut""_*t1*1

Keuangan Nomor: 52 l PMK.05 / 20 1 8 juncto Pasal 2
peraturan Menteri Keuangan Nomor: ,54 IPMK.OS I 2018,

Pegawai Negeri sipil mendapatkan T\rnjangan Ketiga Belas

dan Tunjangan Hari Raya meliputi gaji pokok,.tunjangan

keluarga, tunjangan jabatanl tunjangan umum dan

tunjangan kinerja;

b. bahwa Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2OL7

tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, belum

mengatur mengenai pemberian TPP untuk Tlrnjangarr

Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya sehingga perlu

C.

dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf

b di atas, perlu ,menetapkan Peraturan Gubernur

Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur

Bengkulu Nomor 52 Tahun 2ol7 tentang Pemberian

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Bengkulu;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang

pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor lg, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28281;
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5a79);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan

Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor

34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 288fl;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OtO tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OlO Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a7371;

Peraturan Pemerintah Nomor lg Tahun 2016 tentang

Pemberian Gaji, Pensiun, atau Ttrnjangan Ketiga Belas

Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau T\rnjangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5888) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2Ol8 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian

Gaji, Pensiun, atau T\rnjangan Ketiga Belas Kepada

Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat
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Negara, dan Penerima Pensiun atau T\rnjangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6207);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang

Pemberian T\rnjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran

2Ol8 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara

Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan

Penerima T\rnjangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 78, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6208);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96|PMK.OS 12016

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji,

Pensiun, Atau T\rnjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai

Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara,

Dan Penerima Pensiun Atau T\rnjangan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 899) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 52IPI|v'{K.OS l2OL8 tentang

Perrrbahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 96 /PMK.OS l2OL6 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau TUnjangan

Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara

Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau

T\.rnjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8

Nomor 677);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54|PMK.OS |2OLB

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian

Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2Ol8

Kepada Pegawai negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Dan Penerima

T\-rnjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8

Nomor 6791;

8.

9.

http://jdih.bengkuluprov.go.id

http://jdih.bengkuluprov.go.id


Menetapkan

-4-

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 52 TAHUN

2OI7 TENTANG PEMBERI.AN TAMBAHAN PENGHASII-AN

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

PROVINSI BENGKULU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor

52 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan

pegawai Negeri sipil Di Lingfungan Pemerintah Provinsi

Bengkulu @erita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OI7 Nomor

53) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal,

yakni Pasal 1LA sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

Dalam hal hari kerja dalam satu bulan kurang dari

16 (enam belas) hari keda, perhitungan bobot

maksimal pelaksanaan tugas pegawai 45o/o (Empat

Puluh Lima Persen) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 huruf a, disesuaikan dengan jumlah hari

kerja pada bulan tersebut.

Perhitungan bobot maksimal pelaksanaan tugas

pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Bengkulu.

Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, dan diantara ayat (2)

dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a),

serta diantara ayat (41 dan ayat (5) disisipkan 1 (satu)

ayat yakni ayat (4a1, sehingga Pasal 22 betbunyi sebagai

berikut:

Pasal22

TPP dibayarkan setiap bulan maksimal 14 (empat

belas) kali dalam satu tahun anggaran termasuk untuk

T\.rnjangan Hari Raya dan T\rnjangan Ketiga Belas.

(1)

(2)

2.
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(2) Permintaan pembayaran uang TPP diajukan pada

bulan berikutnya paling lambat pada setiap hari kerja

kesepuluh, kecuali untuk bulan Desember dapat

diajukan pada bulan berjalan dan dibayarkan sebesar

LOO o/o (seratus persen).

(2al Permintaan pembayaran uang TPP untuk T\rnjangan

Hari Raya dan T\rnjangan Ketiga Belas dilaksanakan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan

dibayarkan sesuai pembayaran TPP bulan sebelumnJia

dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

(3) Terhadap kelebihan pembayaran TPP bulan Desember

akan diperhitungkan pada pembayaran TPP bulan

Januari tahun berikutnya.

(4) Tata cara permintaan pembayaran uang TPP ditetapkan

sebagai berikut:

a. Pejabat penanggung jawab mengajukan Surat

Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) melalui

Bendahara Pengeluaran dari masing-masing

Perangkat Daerah.

b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)

dilampiri dengan;

1. Daftar perhitungan uang TPP yang telah

disahkan Pejabat Penanggung Jawab;

2. Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja;

3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

(4al Daftar rekapitulasi kehadiran kerja tidak berlaku pada

pembayaran TPP untuk T\-rnjangan Hari Raya dan

T\rnjangan Ketiga Belas

(5) Daftar perhitungan uang TPP untuk Pejabat Eselon II

pada Sekretariat Daerah disahkan oleh Sekretaris

Daerah, sedangkan Daftar perhitungan uang TPP

untuk Perangkat Daerah disahkan oleh Kepala

Perangkat Daerah.

(6) Pegawai yang pindah tempat bertugas di lingkungan

Pemerintah Provinsi Bengkulu, pengajLran pembayaran

TPP dilaksanakan pada tempat tugas baru.
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(7) Bentuk Surat Pernyataan ?anggung Jawab Mutlak

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini bertaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 3O Mei 2Ol8

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 30 Mei 2OI8

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 21

dengan asiinya
RO HUKUM,

.H.
na Tk.I

3 799202 1 003

http://jdih.bengkuluprov.go.id

http://jdih.bengkuluprov.go.id

